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Nama : Nico Poltak. S 
NIM : 02101001012
Judul Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana 
Perdagangan Anak

ABSTRAK
Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan 

masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak 
bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan 
orangtua berkewajiban dan bertanggung/awab terhadap penyelenggaraan perlindungan 
anak. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 
memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan 
dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara 
ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban 
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak 
korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau 
mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. 
Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum 
terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak serta bagaimana 
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Dalam menjawab permasalahan 
dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan 
permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai 
hal-hal yang bersifat yuridis. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas 
fakta - fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. Dari hasil penelusuran 
literatur dan wawancara diperoleh hasil bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai 
korban tindak pidana perdagangan anak diatur dalam ketentuan Pasal 64, Pasal 68, Pasal 
76, Pasal 83 Undang-Undang No 23 Tahun 2003, selanjutnya Pasal 44, Pasal 47, Pasal 48, 
Pasal 51, dan Pasal 54 Undang-Undang No 21 Tahun 2007. Selain itu terdapat beberapa 
kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak tersebut yakni, dalam hal 
mengungkap kasus, sulit mendapatkan pembuktian identitas anak, si anak tidak terbuka 
dalam memberikan keterangan karena sudah di ancam dan di doktrin oleh pelaku, 
pemberian kompensasi dan restitusi yang tidak pernah dijalankan, tidak adanya keinginan si 
anak untuk direhabilitasi, si anak yang tidak mau melaporkan kasus yang ia hadapi karena 
takut berakibat buruk baginya dan pihak keluarga menganggap bahwa urusan keluarga 
tidak patut untuk dicampuri, selanjutnya tidak adanya alokasi dana khusus untuk 
pemulangan korban ke daerahnya atau keluarganya dan tidak adanya dana untuk 
membangun rumah aman sementara untuk korban. Disamping itu terdapat beberapa kendala 
hukum misalnya dari undang - undangnya sendiri yakni sanksi yang tergolong ringan untuk 
membuat pelaku menjadi jera, sumber daya manusia dari penegak hukum dalam menangani 
kasus anak, serta budaya hukum dari masyarakat yang masih tabu dalam memandang 
tindak pidana perdagangan anak

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perlindungan Anak, Perdagangan Anak

i
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BABI

PENDAHULUAN

L Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum1. Negara hukum yang dimaksud 

adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran 

dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara 

hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan 

hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. 

Menurut Emanuel Kant dan Julius Stahl negara hukum mengandung 4 (empat ) 

unsur yaitu, adanya pengakuan HAM, adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin 

hak-hak tersebut, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, adanya peradilan 

tata usaha negara.

Pembangunan hukum nasional yang dilakukan di Indonesia dari waktu

kewaktu bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya 

Sudargo Gautama mengatakan, dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan 

kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak 

sewenang wenang. Tindakan -tindakan negara terhadap warganya diberikan batasan

* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta.Liberty. 1999, hlm.

22.

1
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oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum inggris dikenal sebagai Rule ofLaw?

didalamHukum itu untuk mengatur dan melindungi hak-hak warga negara 

interaksi sosial. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan 

masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, yang dapat 

berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya 

dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. 

Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus 

memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.4 Sebagaimana diketahui 

bahwa hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai 

anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, 

kebahagiaan dan tata tertib di masyarakat.

Peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan dari Hukum yang

berlaku didalam masyarakat secara formal, Salah satu bentuk peraturan perundang- 

undangan adalah hukum pidana. Hukum pidana melindungi kepentingan hukum, 

individu, masyarakat dan negara. Kepentingan hukum individu meliputi hak-hak, 

hubungan hukum, keadaan hukum dan lembaga sosial. Individu yang dilindungi 

hukum pidana adalah orang dan/atau badan hukum. Orang yang dilindungi tersebut 

secara umum adalah manusia, secara khusus manusia tersebut dapat dikategorikan 

menurut jenis kelamin dan batasan usia.

4 Sudargo Gautama. Pengertian Negara Hukum. Bandung, Alumni, 1983 hlm 35 
Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang, Badan Penerbit 1 

Diponegoro, 1995, hlm. 45. Universitas
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belum berusia 18 (delapan belas) tahun,Anak adalah seseorang yang 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.5 Kedudukan anak sebagai generasi 

muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa 

dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi penerus terdahulu, perlu 

mendapat kesempatan seluas-luasnya utuk tumbuh dan berkembang dengan wajar 

baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak

termuat dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28Basasi manusia yang 

ayat (2). Menurut Arif Gosita, bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak 

menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta 

maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dimaksud

korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial) karena

tindakan pasif atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) 

baik langsung maupun tidak langsung. 6

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh 

lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul 

pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang 

pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan 

generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan 

dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam

5 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Umbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235.

6 ArifGosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, Akademik Pressindo, 1989, hlm. 35.
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berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Arif Gosita 

mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan 

kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat
y

negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Masalah perlindungan hukum bagi anak — anak merupakan satu sisi

pendekatan untuk melindungi anak — anak di Indonesia. Sebagaimana di jelaskan

dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 8 berbunyi :

"...Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban 
dan bertanggung) awab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak...

Selanjutnya didalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 di 
sebutkan bahwa :

“...Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung 
jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, 
anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, 
anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, 
anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak 
korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan 
anak korban perlakuan salah dan penelantaran... ”

Perdagangan anak atau dalam istilah inggrisnya yaitu “child trafficking“

Dalam perkembangannya merupakan masalah yang cukup menarik perhatian

kalangan masyarakat nasional maupun internasional. Banyak cara telah dilakukan

mencegah dan mengatasi praktik perdagangan anak. Tetapi perdagangan anak

masih saja tetap berlangsung.

untuk

7 /bid.y hlm. 19.
g

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Lembaran
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Sejak awal Indonesia telah mengkriminalisasikan perdagangan orang yang 

diatur dalam Pasal 297 KUHP. Akan tetapi, karena perdagangan orang sudah 

berkembang menjadi kejahatan yang terorganisir, maka diperlukan adanya 

pembaharuan komitmen memeranginya.9 Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 65 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( HAM ) 

menyatakan bahwa, Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari 

kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta 

berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.10

Pandangan masyarakat bahwa perdagangan orang merupakan bentuk 

perbudakan modem tidak dapat dibantah. Dengan demikian berkembangnya tindak 

pidana yang terjadi dalam praktek-praktek perdagangan orang khususnya 

perdagangan anak. Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pemah ada 

melalui perbudakan atau penghambaan. Perkembangan masyarakat secara terus 

menerus di suatu negara akan sendirinya mempunyai pengaruh terhadap 

perkembangan aspek-aspek sistem hukumnya, apabila diingat bahwa sistem 

peradilan pidana merupakan sistem yang terbuka.11

Sejak tahun 1929 masalah perdagangan orang khususnya perempuan dan 

anak ini muncul ketika ada peristiwa yang banyak dibicarakan dan menjadi

9 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.

nomor 165, Tambahan Lembaran
P , K " oM' taT,d Ar'™" ,d,an Syarifuddin pettanasse, Sistem Peradilan Pidana Indonesia 
Palembang, Penerbit Unsri, 2010, hlm. 97.

7.
10 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
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diperhatikan bahwa adanya peningkatan dari tahun ke tahun, ini tentu menjadi 

ancaman yang serius bagi masa depan anak bangsa kita.

Data Tindak Pidana Perdagangan Anak 

yang terjadi di Kota Palembang dari 

Tahun 2010 S/d 2013
10

8

6
Perdagangan Anak

4

2

0

2010 2011 2012 2013

Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Palembang

Isu perdagangan perempuan dan anak seperti layaknya fenomena “gunung 

es” kurang tampak dipermukaan, sehingga usaha pencegahan dan perlindungan 

terhadap korban sulit untuk dibongkar. Proses penghapusan perdagangan perempuan 

dan anak membutuhkan kesadaran dan partisipasi oleh banyak pihak, baik 

pemerintah, LSM, organisasi kemasyarakatan, keluarga, akademisi dan pemuka 

agama, masyarakat secara umum maupun korban pelaku perdagangan sendiri.
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Kini perdagangan anak merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di 

Indonesia, Asia, bahkan seluruh dunia. Perdagangan Anak terjadi tidak hanya 

menyangkut di dalam negara Indonesia saja yaitu perdagangan orang antar pulau, 

tetapi juga perdagangan orang di luar negara Indonesia dimana terjadi perdagangan 

orang ke negara-negara lain.14 Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi 

yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. 

Berbagai penyebab yang mendorong terjadi hal tersebut diatas, diantaranya yang 

dominan adalah faktor kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan pekerja, perubahan 

Orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak 

berkesudahan.15

Disamping itu aspek ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan dan

pengangguran juga menjadi suatu permasalahan yang menghimpit sehingga mereka 

merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus perdagangan anak serta melalaikan 

prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Karena pada dasarnya setiap 

mempunyai hak untuk hidup secara sehat jasmani dan rohani, tidak ditindas dan 

diperjualbelikan, bebas menyatakan pendapat pikiran, dan hati

Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong 

jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan ke luar

manusia

nurani.

negeri

guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka 

Disamping kemiskinan, tingkat kesenjangan antar negara juga menyebabkansendiri.

14 Farhana, Op.Cit., hlm. 6.
15 Ibid.,
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perdagangan orang khususnya anak. Namun demikian kemiskinan bukan satu- 

satunya indikator kerentanan seseorang terhadap perdagangan orang. Karena masih 

ada jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban 

tindak pidana perdagangan orang, akan tetapi ada penduduk yang relatif lebih baik 

dan tidak hidup dalam kemiskinan malah menjadi korban tindak pidana perdagangan

orang.

Adapun faktor -faktor yang menyebabkan perdagangan anak adalah sesuatu 

yang hampir terjadi di hampir semua negara-negara di Asia Tenggara, masing- 

masing negara memiliki faktor -faktor spesifik atau perkembangan sendiri-sendiri 

yang membuat anak rentan menjadi target perdagangan anak. Di Indonesia 

disimpulkan bahwa perdagangan anak terjadi, karena faktor :16

1. anak -anak menikah muda atau perceraian
2. dorongan kuat dari orang tua atau lingkungan bekerja
3. kemiskinan dan putus sekolah
4. dibayangi jika turis akan membayar lebih
5. melayani petugas militer
6. kelas menengah yang bekerja
7. konsumsi berlebihan dan gaya hidup mewah
8. krisis dalam negeri
9. dipaksa oleh keadaan
10. upah yang sangat minimum
11. wanita muda usia tinggal dalam kebebasan
12. perilaku seksual terbuka
13. role modeling
14. penghargaan sosial

Collaboration with UNICEF Jakarta, hlm. 5. y Frotection m
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muda untuk bekerja sebagai15. kebutuhan anak-anak yang masih 
pembantu domestik terutama mengasuh atau merawat orang tua

16. sanak saudara gagal memenuhi janjinya menyekolahkan anak-anak dan 

mereka diperdagangkan untuk perdagangan obat.

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan 

memelihara hak anak sesuai kewajiban yang dibebankan oleh hukum, selain itu 

Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat 

anak sejak dalam kandungan.17 Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus 

memenuhi syarat antara lain, pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan 

anak.

anak memang mulai terungkap ke masyarakat.Kasus perdagangan

Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat sudah semakin cerdas dalam 

memberikan pandangan, dalam hal ini dengan mencuatnya anak sebagai objek

perdagangan orang. Maka dari itu diminta agar masyarakat dan orang tua lebih

waspada, Maka dari itu pemerintah berkeinginan untuk mencegah dan

menanggulangi praktik perdagangan orang yang didasarkan pada komitmen nasional

dan internasional untuk upaya pencegahan secara terstruktur, penindakan secara 

sistematis terhadap pelaku, dan yang paling penting adalah perlindungan terhadap 

korban tindak pidana perdagangan orang.

Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana 

perdagangan orang maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007

Pasal 45 ayat (1) Undang -Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran negara Republik 
Indonesia nomor 4235.
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setelah melalui prosestentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

Berdasarkan undang —undang ini definisi perdagangan orang adalah 

“...tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,

panjang.

kekerasan, penggunaan kekerasan,atau penerimaan seseorang dengan 

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau

ancaman

bayaran atau manfaat,atau memberiposisi rentan, penjeratan utang 

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang 

lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk

ftI8tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi... ”

Namun Undang - Undang tersebut diatas tidak menjelaskan secara tegas 

anak sebagai objek perdagangan orang, dan belum mengakomodir secara jelas 

berkaitan dengan pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban 

tindak perdagangan anak. Sejalan dengan itu, maka penting sekali menempatkan 

perlindungan hak asasi manusia sebagai titik pusat dan perhatian utama dari semua 

upaya yang dikembangkan untuk mencegah dan menghapus praktik perdagangan 

anak. Karena perdagangan anak ini merupakan masalah hak asasi manusia maka 

dari itu yang pertama dilakukan adalah melihat Undang- Undang nomor 39 tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang - Undang nomor 23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak. Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum 

terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban

18 Pasal l nomor l Undang - Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4720.
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kejahatan diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh oleh Andi Hamzah, Dalam 

membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi 

manusia, ada kecederungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak- 

hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban kejahatan”. 9

Dalam memberikan perlindungan bagi korban, hal ini tidak lepas dari 

masalah keadilan dan hak asasi manusia, di mana banyak peristiwa yang ditemukan 

korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Perlu 

perhatian dari pemerintah secara serius, dan memang bukan merupakan pekerjaan 

yang sederhana untuk direalisasikan dalam upaya menegakkan hukum. Oleh karena 

itu Penulis menganggap perlu Bagaimana Perlindungan hukum terhadap anak 

sebagai korban tindak pidana perdagangan anak melalui judul skripsi:

“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK “

p. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis menemukan permasalahan yang akan 

dibahas berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban 

tindak pidana perdagangan anak tersebut antara lain :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi 

korban tindak pidana perdagangan anak ?

19 Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab 
Hukum Acara Pidana. Bandung, Binacipta, 1986, hlm. 33. Undang- Undang
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2. Apa saja kendala atau hambatan dalam pelaksanaan perlindungan 

hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak ?

p. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum pidana dan keterbatasan 

pengetahuan serta pengalaman penulis, agar skripsi terarah dan tidak menyimpang 

dari judul maka ruang lingkup dalam penulisan dan pembahasan dan permasalahan 

yang akan dibahas yaitu, mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai 

korban tindak pidana perdagangan anak.

J). Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena tujuan 

akan menjadi arah dan pedoman dalam mengadakan penelitian. Tujuan penelitian 

pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti baik secara 

solusi atas permasalahan yang dihadapi maupun untuk memenuhi kebutuhan 

perorangan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Bentuk Perlindungan 

hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perlindungan hukum terhadap 

anak sudah diterapkan sebagaimana mestinya sesuai Undang-Undang dan 

apa kendala atau hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan
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j£. Manfaat Penelitian

Adapun penulis mengharapkan adanya manfaat yang bisa diambil dar 

penulisan ini nantinya dapat memberikan gambaran bagi masyarakat mengena 

perdagangan anak. Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa seg 

yaitu:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah 

seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap tindak pidana

wawasan

perdagangan anak.

2. Secara praktis, sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam

menyempurnakan serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk

melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak

pidana perdagangan anak.

F. Kerangka Teori

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan 

masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian 

restitusi, dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Selain itu, 

perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan, baik yang bersifat 

abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret ( langsung ). Perlindungan yang 

abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati
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atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara 

itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan 

yang dapat dinikmati secara nyata.20 Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan dalam hal ini, undang — undang nomor 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak dan undang — undang nomor 21 tahun 2007 tentang 

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dimulai dari seseorang 

dapat diidentifikasikan sebagai korban perdagangan orang proses penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta rehabilitasi sosial, hingga 

pada proses pemulangan korban perdagangan orang dan reintegrasi sosial. Dalam 

kaitannya dengan korban kejahatan, perlindungan hukum yang diberikan oleh 

undang-undang tidak sebanyak yang diberikan kepada pelaku kejahatan walaupun 

pada dasarnya korban merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak 

pidana.

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak - hak korban kejahatan 

sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar 

perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, diantaranya 

sebagai berikut:21

20 Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undanz-Undanz 
Hukum Acara Pidana, Op.Cit., hlm. 34.

21 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindung 
antara norma dan realita, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 163." korban kejahatanan
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1. Teori utilitas
Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang 

terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat 

diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar 

dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi 

korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara 

keseluruhan.
2. Teori tanggung jawab

Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung 

jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga 

apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan 

orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus 

bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan 

yang membebaskannya.

3. Teori ganti kerugian

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang 

lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti 
kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban 

dapat dilihat dari dua makna, yaitu : 22

1) Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban 

tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum 

seseorang)

2) Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan 

hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak

" Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 
Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 200. hlm. 61.
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pidana ( jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu 

dapat berupa pemulihan nama baik ( rehabilitasi ), pemulihan keseimbangan 

batin ( antara lain, dengan pemaafan ), pemberian ganti rugi ( restitusi, 

kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial ), dan sebagainya.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan terkandung 

pula beberapa asas hukum yang perlu diperhatikan. Adapun asas-asas yang 

dimaksud Dikdik M. Arief Mansur sebagai berikut: 23

1) Asas Manfaat
Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya 

kemanfaatan ( baik materiel maupun sprituil ) bagi korban 

kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, 
khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta 

menciptakan ketertiban masyarakat.

2) Asas Keadilan
Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan 

tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan 

yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan

3) Asas Keseimbangan

Kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan 

tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang 

semula ( restitutio in integrum ), asas keseimbangan memperoleh 

tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
4) Asas Kepastian hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi 

aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam 

upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

23 Dikdik M.Arief., Op.Cithlm 164.
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Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi 

Penegakan Hukum : 24
1) Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja.

2) Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk dan

menerapkan hukum.
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan.
5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya,cipta, dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Mengenai sistem hukum yang berlaku menurut Lawrence M. Friedmen berisikan 

tiga komponen dalam penegakan hukum, yaitu : 25

1) Komponen pertama adalah struktur, yaitu bagian - bagian yang 

bergerak dalam suatu mekanisme misalnya pengadilan sebagai suatu 

contoh yang jelas dan sederhana. Pengadilan mempunyai hakim 

yang bersidang di tempat tertentu, waktu tertentu, dengan batas 

yuridiksi yang ditentukan. Demikian pula kejaksaan, kepolisian, 

merupakan contoh dari komponen struktur itu.

2) Komponen kedua adalah substansi, ketentuan - ketentuan, alasan- 

alasan hukum atau kaidah -kaidah hukum, termasuk yang tidak 

tertulis, yang merupakan hasil aktual dibentuk oleh sistem hukum.

3) Komponen ketiga adalah sikap publik atau nilai-nilai atau budaya 

hukuk yang memberikan pengaruh positif atau negatif kepada 

tingkah laku yang bertalian dengan hukum atau peraturan hukum.

24 Soerjono Soekanto. Faktor - Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. PT Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 8.

25 Lawrence M. Friedmen, On Ugal Development, Dalam Bukunya H M Rasyid Ariman 
Syarifuddin Pettanasse, Fahmi Raghib, Sislem Peradilan Pidana Indonesia Penerbit Unsri’ 
Palembang, 2012, hlm. 22.
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Wujud budaya hukum atau hubungannya dengan sistem hukum 

mempengaruhi apakah orang akan mendayagunakan pengadilan, 

polisi, atau jaksa dalam menghadapi suatu kasus. Disini Budaya 

hukum menentukan apakah komponen substansi dalam sistem 

hukum mendapat tempat yang logis, sehingga menjadi milik 

masyarakat umum.

i. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe

penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan

permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada 

mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau 

penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. 

Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta - fakta yang 

diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.26 Penelitian yang dilakukan 

adalah penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban 

Tindak pidana perdagangan anak terhadap peraturan perundang-undangan 

tertentu atau hukum tertulis yang tujuannya adalah untuk mengadakan

, , Soemitro’ Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2009, hlm. 10.
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identifikasi terhadap pengertian pokok dasar hak dan kewajiban, peristiwa

27hukum, hubungan hukum dan objek hukum.

2. Metode Pendekatan

Yang di pergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang- 

undangan (statuta approach) karena yang diteliti adalah berbagai aturan 

hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan 

pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum 

yang berkembang didalam ilmu hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam

penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat 

sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. 

Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik

^ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Jakarta,Sinar Grafika, 2009 hlm 25-26
Pub,ishing!OMaL!gra2hi)07,hi:30lMe'<X/O/Off' Cet Ba*u media



21

(observasi), wawancara ataupun penyebaranmelalui pengamatan

• 09kuesioner.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian 

dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkankepustakaan, yang 

kedalam :30

1. Bahan hukum primer yaitu bahan - bahan hukum yang mengikat 

Dimana data tersebut terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang- 

Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dan Peraturan 

Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan

dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan

hukum primer, seperti, buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan

internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar

29 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,

30 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press) 
Jakarta, 1984, hlm. 52.

hlm.16.
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hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian 

penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal 

dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan 

bidang hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum sepanjang

memuat informasi yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunaka dalam penelitian ini adalah dengan 

wawancara (interview) kepada responden untuk menjawab beberapa 

pertanyaan yang ditentukan oleh penulis dan studi kepustakaan yang diperoleh 

melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang 

berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan bahan yaitu: 

a) Studi Kepustakaan

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi 

dokumentasi dari bahan-bahan seperti Undang-Undang, literatur, buku- 

buku lain yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas.
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b) Studi Lapangan

Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian, berupa 

data primer, dokumen-dokumen, keterangan atau informasi dilakukan 

terstruktur kepada Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia Daerah (KPAID) Kota Palembang dan Lembaga Women's 

Crisis Center (WCC) dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan 

daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh 

penjelasan dari responden.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan di Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia Daerah (KPAID) Palembang dan Lembaga Women's Crisis Center

dengan wawancara

(WCC) Palembang

6. Populasi dan Sampel

i) Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit penelitian yang akan diteliti dan

kemudian dianalisis yaitu :

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)

Kota Palembang dan Lembaga Women's Crisis Center

(WCC) Palembang.

ii) Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini, menitikberatkan pada 

permasalahan yang akan diteliti dengan memfokuskan kepada sebagian dari
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polulasi tersebut. Dengan demikian sampel adalah bagian dari populasi yang 

menjadi objek penelitian dan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini

dilakukan secara Purposive Sampling.

Pengambilan sampel secara purposive didasarkan pada suatu 

pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau 

sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.31 Adapun yang menjadi 

responden dari penelitian ini adalah :

1. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah

(KPAID) Kota Palembang

2. Direktur Eksekutif Women’s Crisis Center (WCC) Kota

Palembang

7. Analisis Bahan Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul 

diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan 

kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang 

sistematis dan dapat dimengerti.32

Soekidjo Notoatmodjo, Metode Penelitian Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta. 2010. hlm. 

32 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,
124-125.

hlm. 10.
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8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan 

yang berawal dari pengertian umum yang sebenarnya sudah diketahui dan 

berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.33

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan penjelasannya, maka dijabarkan materi 

menjadi 4 bab dengan sistematika sebagai berikut:

: PENDAHULUANBAB 1

Bab ini memuat yang terdiri dari latar belakang, rumusan

permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, ruang lingkup, kerangka

teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

: TINJAUAN PUSTAKABAB II

Yaitu penjelasan keseluruhan yang berkaitan mengenai 

perlindungan anak, tinjauan anak dalam tata hukum indonesia, 

pengertian tindak pidana, tinjauan mengenai korban kejahatan, 

tinjauan mengenai tindak pidana perdagangan orang, maupun hal-hal 

yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban tindak 

pidana perdagangan anak.

33 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum. Op.Cit.Mm 10.
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: PEMBAHASANBAB III

Bab ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak

sebagai korban tindak pidana perdagangan anak dan apa saja

hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum

terhadap anak tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang berisikan 

kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas.
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